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MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu*.

(QS. An-Nisa: 29)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September
1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian
menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ba b be
<
ta t te
<
- sa § es (dengan titik di atas)
Jim J je
C
n ha h ha (dengan titik di bawah)
] kha kh ka dan ha
C
dal d de
Y
5 zal z zet (dengan titik di atas)
ra r er
J
] zak z zet
J
sin s es
g
- syin sy es dan ye
P sad $ es (dengan titik di bawah)
> dad d de (dengan titik di bawah)
5 ta t te (dengan titik di bawah)

vii



L za z zet (dengan titik di bawah))|
¢ ‘ain e S koma terbalik ke atas
: gain g ge
d
o fa f ef
. af i
J q q ki
5 kaf k ka
J lam el
mim m em
r
o nun n en
wawu w we
J
ha ha
-]
. hamzah apostrof
ya y ye
¢
2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

Tanda Nama Huruf latin Nama
_z Fathah a a
— kasrah i :

2 dammah u n
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Contoh: l—-‘-’f - kataba

;F\; - fa‘ala

u-ﬁ. - yazhabu

’

J-‘ﬁo —su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan Nama
Huruf Huruf
S Fathah dan ya ai adani
33— Fathah dan au adanu
wawu

Contoh: Z,a:f —kaifa J}:b —haula

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
G e fathah dan alif a a dan garis di
atau ya 4tas
) 7: kasrah dan ya i i dan garis di
atas
2 dammah dan i u dan garis di
" M wawu atas
Contoh:
JU—qala J—’ -qila

&+~ ramd J 54 - yaqilu
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4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta marbutah hidup
ta marbutah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

contoh: ‘
Jub NS Iy Raudah al-Atfal
a9l ayall al-Madinah al-Munawwarah
i)l Talhah

S. Syaddah (tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
L3, - rabbana

J% - nazzala



6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu JI, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti
huruf gamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,
yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah, ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan
tanda sambung atau hubung.

Contoh:

J ) - ar-rajulu
‘..Lalt - al-qalamu

7. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.
Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah ity terletak

di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif,

Contoh:
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Hamzah di awal J-ﬂ akala
Hamzah di tengah iy e ta’khudziina
Hamzah di akhir . )3‘ an-nau’u

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara;

bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih

penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:
o8 N gb Al Oy : wa innallaha lahuwa khair ar-razigin
OV sty ST 190 46 : fa aufu al-kaila wa al-mizana

9. Singkatan
SWT
SAW
No.
Q.S.
tt.
cet.
hal.
ra.
KUHPerdata

: Subhanahu wa ta’ala

: Sallallahu ‘alaihi wa sallam

: Nomor

: Qur’an Surat

: tanpa tahun

: cetakan

: halaman

: radiyallahu ‘anhu

: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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KATA PENGANTAR

> nd HR }
el

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Dialah Dzat yang

Maha Pengasih dan Penyayang yang telah mengajarkan manusia pengetahuan dari
samudera ilmu-Nya yang tidak terbatas. Berkat taufik dan hidayah-Nya, sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi’in dan
seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak
kita mendapatkan syafa’atnya di hari akhir nanti.

Skripsi ini ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1
pada Jurusan Syari’ah Prodi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto. Dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERIKATAN BERSYARAT (Analisis Terhadap Pasal 12531267 KUHPerdata).

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, kerjasama serta
dukungan para pihak, penulis akan kesulitan dalam menyelesaikan penulisan
skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto.

2. Dr. H. Moh, Rogib, M.Ag. Pembantu Ketua Satu Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

3. Drs. H. Ansori, M.Ag. Ketua Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri (STAIN) Purwokerto.
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. Kedua orang tua yang tidak henti-hentinya memberikan do’a dan dukungan
moral, materil maupun spiritrual kepada penulis selama penulis menempuh

perkuliahan sampai penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai karya manusia biasa tentu penulisan skripsi ini tidak mungkin

terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dalam penulisan maupun materinya.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mohon masukan untuk

pembetulannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para

pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 12 Maret 2010
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A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang mengatur seluruh bidang
kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Salah
satu bidang yang diaturnya yaitu hukum. Hukum Islam sebagai hukum yang
berdiri sendiri telah ada dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang di
samping kebiasaan atau adat masyarakat.! Hukum Islam diterapkan dalam
kehidupan sosial masyarakat serta diinterpretasikan dalam aktivitas manusia
sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Di Indonesia sendiri yang mayoritas penduduknya beragama Islam,
hukum Barat masih tetap diberlakukan meskipun tidak sepenuhnya. Indonesia
banyak menyerap hukum Belanda, hal ini bisa dilihat dengan masih
berlakunya Bulgerlijk Wetboek (BW) atau yang diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Hukum Perdata mengatur berbagai ketentuan-ketentuan tentang
perbuatan hukum antara individu yang satu dengan individu yang lain. Salah
satu yang diatur dalam hukum perdata yaitu mengenai perikatan. Di dalam
KUHPerdata sendiri, perikatan diatur dalam buku ke tiga. Secara umum,
perikatan merupakan hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau

lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu

I Gemala Dewi, dkk., Hukum Perikatan Islam di Indonesia, cet, 1 (Jakarta: Kencana,

2005), hal. 12.
% Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),

hal. 3.



berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu’ Pihak

yang menuntut sesuatu (prestasi) dinamakan kreditur atau si berpiutang,
sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur
atau si berutang.*

Di dalam hukum Islam, istilah perikatan sering disebut juga dengan
akad. Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang,
berdasarkan persetujuan masing-masing.” Secara umum, hukum Islam
memperbolehkan akad. Misalnya akad dalam hal jual beli, pinjam meminjam,
gadai, sewa menyewa, dan lain-lain. Setiap manusia mempunyai kebebasan
untuk mengikatkan diri pada suatu akad. Hal ini sebagaimana difirmankan
oleh Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah: 1.°

28300 185 et il il

“Hai orang-orang yang beriman, penubilah akad-akad itu....”.!

Dalam kenyataannya ada beberapa macam perikatan yang dikenal
dalam masyarakat menurut syarat yang ditentukan oleh pihak-pihak, atau
menurut jenis prestasi yang harus dipenuhi, serta menurut jumlah subjek yang
terlibat dalam perikatan itu.” Salah satu bentuk perikatan yang menurut penulis

menarik untuk dikaji lebih dalam adalah perikatan bersyarat. Perikatan

3 Rizki Harta Cipta, Meninjau Secara Umum Terhadap Teori Perikaran Di Indonesia

(Online), (http://hukumpositif.com, diakses 21 Agustus 2009).

* Subekti, Hukum Perjanjian, cet. 21 (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 1.
° Teungku Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy, Pengantar Figh Muamalah, cet. 1

(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 28.

¢ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, cet. 1 (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2003), hal. 1082109,

” Depag RI, al-Qur ‘an dan Terjemahnya (Bandung: CV Diponegoro, tt), hal. 84.
® Fauzul Aliwarman, Kuliah Hukum Perikatan, (Online), (http:/makalahdanskripsi.com,

Diakses 21 Agustus 2009).



bersyarat adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya dikaitkan pada syarat
tertentu.” Dalam KUHPerdata, perikatan bersyarat diatur dalam buku ke tiga,
bab satu bagian ke lima, yaitu pada Pasal 1253 — 1267.1°

Pasal 1253 KUHPerdata menerangkan bahwa suatu perikatan
dikatakan bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang
masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara
menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun
secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya perikatan
itu."”

Kalimat “digantungkan pada peristiwa yang akan datang”, dalam
hukum Islam merujuk kepada sesuatu yang samar-samar atau belum jelas.
Pertama mungkin untuk memperjanjikan bahwa perikatan itu akan lahir bila
kejadian yang belum tentu itu timbul, kedua mungkin untuk memperjanjikan

bahwa suatu perikatan yang sudah berlaku akan batal atau berakhir bila

kejadian tersebut timbul."?

Berdasarkan rumusan Pasal 1253 KUHPerdata tersebut, maka
perikatan bersyarat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perikatan dengan
syarat tangguh dan perikatan dengan syarat batal. Pasal 1263 KUHPerdata

menyebutkan bahwa suatu perikatan dengan syarat tangguh adalah suatu

perikatan yang bergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan

® Ibid.

10 Salim, HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika,
2006), hal. 175. \ _

"' Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 33 (Jakarta:
Pradnya Paramita, 2003), Buku ke III Bagian ke Lima, Pasal 1253, hal. 326.

12 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 11 (Bandung: PT Intermassa, 1982), hal.

128-129.



yang masih belum tentu akan terjadi, atau yang bergantung pada suatu hal
yang sudah terjadi tetapi tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal
yang pertama perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwa telah
terjadi; dalam hal yang ke dua perikatan mulai berlaku sejak hari ia
dilahirkan." Sebagai contoh: Pak Amrudin akan menjual rumahnya kepada
pak Wasito jika dia pindah ke luar negeri. Jika pak Amrudin jadi pindah ke
luar negeri, maka pak Amrudin harus menjual rumahnya kepada pak Wasito.

Sedangkan perikatan dengan syarat batal diatur dalam Pasal 1265
KUHPerdata yang merumuskan bahwa suatu syarat batal adalah syarat yang
apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu
kembali, pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.
Syarat ini tidak menangguhkan pemenuhan perikatan; hanyalah ia mewajibkan
si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa
yang dimaksudkan terjadi.'* Sebagai contoh: Pak Joko akan menyewakan
gudangnya kepada Bu Tati asalkan Pak Joko tidak jadi membuat warung
makan di gudang tersebut. Jika pak Joko membuat warung makan di gudang
tersebut, maka syarat itu telah terpenuhi dan perikatan menjadi putus atau
batal.

Dalam figh Muamalah, istilah perikatan bersyarat disebut dengan
istilah akad bersyarat (akad gair munyjiz). Akad gair munjiz adalah akad yang
diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau

Kaitan itu tidak ada, akadpun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuaty

13 Gubekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal. 327-328.
4 Ibid.
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tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya.'® Sebagai contoh, seseorang
berkata bahwa “Saya jual mobil ini dengan harga Rp 40.000.000.- jika setujui
oleh orang tua saya”.

Penerapan perikatan bersyarat berkaitan erat dengan asas kebebasan
berakad di dalam hukum Islam, karena pada dasarnya hukum Islam mengakui
adanya kebebasan membuat akad jenis apapun dan memasukkan syarat atau
klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya.'® Selain itu, di dalam figh
muamalah perikatan bersyarat mempunyai kesesuaian dengan jual beli dengan
khiyar. Khiyar dapat diartikan dengan pilihan, dalam figh, khiy# berarti hak
pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan jual beli untuk
melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati, disebabkan hal-
hal tertentu yang membuat masing-masing atau salah satu pihak melakukan
pilihan tersebut.'”

Pembahasan khiya dikemukakan ulama figh dalam permasalahan
yang menyangkut transaksi bidang perdata, khususnya transaksi ekonomi.
Contoh khiyar seorang pembeli berkata: “Saya beli dari kamu kambing ini,

dengan catatan saya berkhiyar selama tiga hari”. Ibn ‘Umar meriwayatkan

bahwa Nabi SAW. bersabda:

15 Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 68,
16 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, hal. 8485,
17 Abdul Aziz Dahlan, Ensikiopedi Hukum Islam, cet. 6 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

2003), Jilid 3: 914.
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Mewartakan kepada kami Muhammad ibn Ysuf mewartakan kepada kami
Sufyan dari ‘AbdillZh ibn Dinar dari ibn ‘Umar ra. dari Nabi SAW bersabda:
“Setiap dua orang yang berjual beli, tidak ada jual beli di antara keduanya
sampai keduanya berpisah, kecuali jual beli khiya"’

Gambaran perikatan bersyarat dalam hukum perdata dapat dilihat
dalam peristiwa sehari-hari yang mungkin pernah kita alami, sebagai contoh:
Bupati Banyumas, Bapak Marjoko, akan memberikan ganti rugi kepada
pedagang kaki lima yang terkena penggusuran di alun-alun Purwokerto, jika
alun-alun tersebut diperbaiki. Contoh Ilain yaitu pada kasus perceraian,
penyerahan rumah dari pihak suami ke pihak istri apabila terjadi perceraian
merupakan perikatan bersyarat karena pelaksanaannya ditangguhkan terhadap

sesuatu hal yang akan terjadi.”®
Peristiwa tersebut di atas menggambarkan bentuk ketidakpastian,

karena suatu hal digantungkan pada hal yang lain. Tanpa kita sadari atau tidak,

kasus seperti ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karena

itu hukum Islam perlu memberi kejelasan terhadap hal semacam ini.

18 Abii ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma"il Ibn Torahim Ibn al Mugirah Ibn Bardazabah al-
Bukhari, Sahih al-Bukhii, (Beirut: Dar al Fikr, 1994), Bab “Idza Kana al-Bai’ bil Khiyar Hal
Yajiizu al-Ba°i”, Hadis no. 2113, Jilid 2, hal. 25.

19 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, terj. Mujahidin Muhayan, cet. 1 (Jakarta: Ikrar Mandiri
Abadi, 2(2)?8), Jilid 4, hal. 60. UL Pu Perkem

Perpustakaan Pusat Ul, usnya Perkawinan Karena Percerai
Permasalahannya Menurut Undang-Undang Na. 1 Takun 1974 Tentang Perszv:(::g (sl;)u%
Putusan No 3713 K/PDT/1994), (Online), (http://ebursa.depdiknas.go.id, Diakses 24 Oktober

2009).




Penulis tertarik membahas tema ini karena penulis ingin melihat
bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perikatan bersyarat khususnya yang
terdapat dalam Pasal 1253=1267 KUHPerdata. Atas dasar itulah penulis
tertarik dan berupaya semaksimal mungkin untuk membahas tema mengenai:
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perikatan Bersyarat (Analisis Terhadap

Pasal 1253 — 1267 KUHPerdata).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah
penelitiannya adalah: Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perikatan

bersyarat dalam Pasal 1253-1267 KUHPerdata?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perikatan bersyarat
dalam pasal 1253-1267 KUHPerdata.
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
a. Diharapkan akan menambah ilmu pengetahuan bagi penulis pada
khususnya dan pembaca pada umumnya dalam bidang figh muamalah

khususnya dalam masalah akad bersyarat.




S

b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan
pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dalam pengembangan

figh muamalah.

D. Telaah Pustaka

Dalam khazanah figh klasik, konsep yang bersentuhan langsung
dengan masalah perikatan adalah teori tentang akad (al- ‘agdu). Akad secara
bahasa diartikan sebagai ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabf)
maksudnya adalah menghimpun dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya
pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas
tali yang satu. Kata al-‘agdu terdapat dalam Q.S. Al-Maidah (5): 1, bahwa
manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Jumhur ulama mendefinisikan
akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang
menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.”!

Dalam hukum Islam kontemporer, digunakan istilah “iltizam™ untuk
menyebut perikatan (verbintenis) dan istilah akad untuk menyebutkan
perjanjian (overeenkomst). Semula dalam hukum Islam pra modern, istilah
iltizam hanya dipakai untuk menunjukan perikatan yang timbul dari kehendak
sepihak saja, hanya kadang-kadang saja dipakai dalam arti perikatan yang
timbul dari perjanjian. Baru pada jaman modern, istilah tersebut digunakan

untuk menyebut perikatan secara keseluruhan.?2

21 Gemala Dewi, dkk., Hukum Perikatan, hal. 45.
2 gyamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, hal. 47-48. Di sana disebutkan bahwa

istilah akad merupakan istilah tua yang sudgh‘digunakan sejak jaman klasik sehingga sudah sangat
baku. Sedangkan istilah iltizam merupakan istilah baru.




Setidaknya ada dua istilah dalam al-Qur’an yang berhubungan dengan
perikatan, yaitu al- ‘agdu seperti yang telah disebutkan di atas, dan al- ‘ahdu
(janji). Istilah ‘ahdu dalam al-Qur’an mengacu kepada pernyataan seseorang
untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak
ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak
memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak
berpengaruh kepada janji yang telah dibuat oleh orang tersebut, seperti yang
dijelaskan dalam Q.8. Ali ‘Imran: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang

me:rnbuatnya.23

LS (TR (DA TR AT 5. 2f 5. 4.
izl o Al OB (515 cogmy (B9l o0 (s
“(bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji i
ati janji (yang dibuat)nya
dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-
bertakwa.** grorang yang

Literatur tentang perikatan bersyarat sudah cukup banyak dikaji,
namun sepanjang penclusuran penulis lebih mengarah kepada perikatan
bersyarat secara umum, misalnya seperti pengertian perikatan bersyarat,
macam-macam perikatan bersyarat, dan sebagainya. Di antara buku-buku
tersebut antara lain sebagai berikut:

Subekti dan Tjitrosudibio dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, pada buku ke tiga bab ke satu bagian ke lima menerangkan tentang
perikatan-perikatan pada umumnya, termasuk di dalamnya yaitu perikatan

bersyarat. Di dalam bab ke lima tersebut terdapat 14 Pasal yang

23 i i. Fi j
Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
24 Depag R1, al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 46. Janji yang dimaksudzd;.os.sil);i h;:kﬁls janji

yang Telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah
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membicarakan perikatan bersyarat yaitu Pasal 1253-1267, namun tidak ada
penjelasan dari sudut pandang hukum Islam.

Kemudian dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum
Perdata, Subekti membagi macam-macam perikatan menjadi enam, salah
satunya yaitu perikatan bersyarat (voorwardelijk). Di sana dikatakan bahwa
perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu
kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi.?’

Subekti dalam bukunya yang lain, yang berjudul Hukum Perjanjian,
membedakan antara perikatan dengan perjanjian. Bahwa perjanjian
merupakan sumber perikatan yang paling penting. Perikatan adalah suatu
pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit atau
suatu peristiwa.”®

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja dalam bukunya yang berjudul
Perikatan Pada Umumnya, menerangkan mengenai pembagian perikatan
menurut KUHPerdata, salah satunya yaitu tentang perikatan bersyarat dan
perikatan sederhana.”’ Di sana dijelaskan mengenai perikatan bersyarat dalam
pasal-pasal yang ada dalam KUHPerdata namun tidak dijelaskan dari sudut
pandang hukum Islam.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja dalam bukunya yang lain yang
berjudul Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, menitik beratkan pembahasan

pada masalah perjanjian sebagai sumber perikatan, di sana dijelaskan

% Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 11 (Bandung: PT Intermassa, 1982), hal

26 gubekti, Hukum Perjanjian, hal 5.
27 K artini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, cet. 1 @ Rai
akarta: Raja

Grafindo Persada, 2003), hal. 105.



mengenai syarat sahnya perjanjian, akibat perjanjian serta penafsiran

perjanjian.?®

J. Satrio, dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan, mengatakan
bahwa untuk membedakan perikatan yang tidak bersyarat dari perikatan yang
bersyarat, maka orang menyebut perikatan tidak bers i peri
- yarat sebagai perikatan

Gemala Dewi, dkk, dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan
Islam di Indonesia, menerangkan bahwa hukum perikatan Islam lebih
menekankan adanya unsur ikrar (ijab dan qabul) dalam setiap transaksi.
Apabila ikrar tersebut disepakati oleh para pihak maka terjadilah perikatan.*®

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Segi-Segi Hukum
Perjanjian mengatakan bahwa perikatan bersyarat memiliki pengertian yang
hampir berdekatan dengan perikatan dengan ketetapan waktu. Kalau dalam
perikatan bersyarat digantungkan pada sesuatu yang “belum pasti terjadi”,
maka dalam perikatan dengan ketetapan waktu, pelaksanaan waktu tertunda
sampai batas waktu yang ditentukan terjadi.*!

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy dalam bukunya yang
berjudul Pengantar Figh Muamalah, menerangkan lebih rinci mengenai akad,

antara lain tentang pembentukan akad, macam-macam akad, syarat terjadi
inya

akad, serta pengaruh akad.

28 . s . 3 PO
Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan Yan, i
g Lahir Dari Perjanji
rjanjian (Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 91-185.

29
J. Satrio, Hukum Perikatan, cet. 1 (Bandung: Tim Alumni
30 Gemala Dewi, dkk., Hukum Perikatan Islam di ,,,dmsia,l: 392)7, hal, 281.

31 yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, cet. 2 (Bandung: Offset Al
. umni, 1986),

hal. 46.




12

Syamsul Anwar dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian
Syariah, menjelaskan tentang perikatan dalam hukum Barat, macam-macam
perikatan dalam hukum Islam, serta sumber-sumber perikatan dalam hukum

Islam.*

Berdasarkan penulusuran penulis, skripsi yang menurut penulis
berhubungan dengan masalah yang sedang penulis kaji, yaitu skripsi yang
berjudul Hukum Jual Beli Al-Muatah Menurut Ulama Figh (2004), yang

ditulis oleh saudari Liana Musfiroh, Mahasiswi Jurusan Syariah, Prodi

Muamalah STAIN Purwokerto. Selain itu juga skripsi yang berjudul Jual Beli
Barang Dalam Segel Perspektif Hukum Islam (2008), yang ditulis oleh
Saudari Nur Fadillah, Mahasiswi Jurusan Syariah, Prodi Muamalah STAIN
Purwokerto. Adapun yang membedakan skripsi tersebut di atas dengan
penelitian yang penulis lakukan adalah di dalam kedua skripsi tersebut
diterangkan tentang konsep akad secara umum, yang meliputi pengertian akad,
rukun dan syarat akad, serta macam-macam akad. Sedangkan penelitian yang
dilakukan penulis penekanannya khusus pada masalah akad bersyarat
(perikatan bersyarat) dalam KUHPerdata.

Setelah penulis melakukan penelusuran literatur sebagaimana penulis
sebutkan di atas, sepengetahuan penulis belum terdapat skripsi atau tulisan
lain yang membahas mengenai perikatan bersyarat secara khusus serta

mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perikatan bersyarat dalam pasal-

32 Gyamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, hal. 41-62.
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pasal yang terdapat dalam KUHPerdata (Pasal 1253~1267). Oleh karena itu

penelitian tentang tema ini belum pernah diteliti oleh orang lain.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode
yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan
(library research) yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh
dari data-data kepustakaan. Penelitian ini menganalisis pasal-pasal yang
ada dalam undang-undang dalam hal ini yaitu KUHPerdata, untuk
mengetahui apakah perikatan bersyarat yang ada dalam KUHPerdata

tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode
dokumentasi yaitu dengan cara mencari data mengenai perikatan bersyarat

baik yang ada dalam KUHPerdata, buku-buku maupun tulisan-tulisan

ilmiah yang membahas perikatan bersyarat.

. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dibagi menjadi dua,

yaitu:

a. Sumber data primer



Sumber data primer merupakan sumber data yang sangat menunjang

karena banyak memberikan informasi data dan menjadi dasar inspirasi
penulis melakukan penelitian ini. Sumber data primer adalah sumber
data yang mendominasi alasan utama penulisan ini, yang diperbleh
langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur
data langsung dari subyek sebagai sumber informasi yang dicari.®
Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka sumber
data primer yang digunakan penulis adalah Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu dengan cara menganalisis setiap

Pasal dalam KUHPerdata yang berhubungan dengan perikatan

bersyarat.

. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang
diperoleh lewat pihak lain atau tidak langsung diperoleh peneliti dari
subjek penelitiannya.3 4 Yang termasuk data sekunder dalam penelitian
ini adalah buku-buku atau catatan-catatan yang dapat menunjang serta
memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk menguatkan
penelitian. Sumber data sekunder penelitian ini antara lain buku:
Hulkum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Hukum Perjanjian,
Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Pokok-Pokok Hukum Perdata,

Hukum Perjanjian Syariah, Pengantar Figh Muamalah, Figh

33 gqifuddin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: .
3 ?I:"d. a Pelajar, 1998), hal. 91.
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Muamalah, Kaidah-kaidah Fikih, serta buku-buku lain yang berkaitan
dengan penelitian ini.

4. Analisis Data
Dalam menganalisis data yang telah ada, penulis menggunakan

metode antara lain:

a. Metode Analisis Deskriptif
Yaitu analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai
subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari
kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian
hipotesis”.>* Metode ini penulis gunakan untuk memberikan gambaran
mengenai perikatan bersyarat, agar pembaca dapat dengan mudah

memahami apa yang dimaksud dengan perikatan bersyarat yang ada

dalam hukum perdata.

b. Metode Content Analysis

Menurut Holsti, content analisys data adalah teknik apapun yang

digunakan yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha

menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan

sistematis.?> Metode ini penulis gunakan untuk menganalisis Pasal-
Pasal KUHPerdata untuk mendapatkan data yang ada yang berkaitan
dengan perikatan bersyarat, lalu mencari kesamaan dengan yang ada

dalam hukum Islam untuk ditarik kesimpulan.

25 sgifuddin Azwar, Metode Penelitian, hlm. 126.
% Soerjono, Abd an, MetogeMPeneIitian Suatu Pendekatan Pemikiran dan
Penerapan (Jakarta: Rhineka Cipta, &), hal. 13-14.
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F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam membaca skripsi ini, maka

perlu penulis kemukakan sistematika pembahasannya, yaitu sebagai berikut:

Babl

Bab II

Bab III

Bab IV

BabV

Pada bab ini memuat tentang pokok-pokok pikiran dasar yang
menjadi landasan untuk pemahaman selanjutnya, yang terdiri dari:
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, sistematika
pembahasan.

Bab ini akan membahas tentang konsep akad bersyarat dalam
hukum Islam, yang meliputi: pengertian akad dan dasar hukum
akad, rukun akad, syarat akad dan macam-macam akad, serta
penerapan akad bersyarat dalam transaksi muamalah.

Pada bab ini akan dijelaskan tentang perikatan bersyarat dalam
hukum Perdata pada Pasal 1253-1267 KUHPerdata yang meliputi
konsep perikatan dalam hukum perdata, ketentuan syarat dalam

perikatan, syarat tangguh dan syarat batal.
Bab ini akan membahas tentang analisis hukum Islam terhadap

ikatan bersyarat yang ada dalam KUHPerdata Pasal 1253-1267
yang meliputi: Tinjauan hukum Islam terhadap syarat dalam

sebuah perikatan, syarat batal dan syarat tangguh dalam pandangan

hukum Islam.

Bab ini merupakan penutup, yaitu berisi tentang kesimpulan dan

saran-saran.



BAB II NN

KONSEP AKAD BERSYARAT DALAM HUKUM ISLAM ‘07 st

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad

Istilah akad berasal dari bahasa Arab (33) 3ie yang berarti mengikat,

menggabungkan, menyimpulkan.' Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, akad
adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan
menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada
objek perikatan.”

Menurut terminologi ulama figh, pengertian akad dapat ditinjau dari
dua segi, yaitu: akad dalam pengertian umum dan akad dalam pengertian
khusus. Pengertian akad secara umum hampir sama dengan pengertian akad
dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan
Hanabilah, yaitu: segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan
keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang
pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli,
perwakilan, dan gadai.” Sedangkan akad dalam pengertian khusus merupakan
perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’

yang berdampak pada objeknya.
Hukum Islam membolehkan akad dengan mendasarkan pada Q.S. Al-

Maidah: 1 yang berbunyi:

Indonesia, cet. 5 (Yo

PT Raja Grafindo Persada,

| Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab
gyakarta: Multi Karya Grafika, tt), hal. 1305.

2 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, cet. 1 (Jakarta:
2003), hal. 101.

3 Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal,

43-44.
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“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dikalalkan
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut

yang dikehendaki-Nya n4
Kewajiban memenuhi akad tersebut diambil dari lafaz “aufi” yang
berbentuk fi’il amr (kata kerja yang mengandung perintah).’ Kemudian Q.S.

Al-Isra’: 34 juga menjelaskan bahwa:

Pl &e

Z I’, 2 . 5 20 9/"ol,£

V5e2l 6 gl &) agally 1,931
<. Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan
jawabrofa”.6
Ada juga hadis yang mengatakan bahwa:
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Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Diponegoro, tt), hal. 84.

4 R], al-
Depag Dasar-Darsar Pembinaan Hukum Islam, cet. 4

5 Muchtar Yahya, Faturrahman,
Bandung: Alma’arif, 19797-

6 b.d-, hal' 22 * - . S AL ces = -

7 Q{ﬁ Dawud Sulaiman ibn al Asy 'As al-Sl_!lStaln, Sunan Abi Dawud, Beirut (Libanon:
Dir al Fike, 1994), Ba® flssulhi, Kita al Aqdiyah, Hadis no. 3594, Jilid 3, hal. 1555.




Mengabarkan Sulaiman ibn Dawud Al-Mahri mengabarkan kepada kami ibn
Wahb mengabarkan kepada kami Sulaiman ibn Bild dan mengabarkan
Ahmad ibn ‘Abd W ahid Damaqi, mengabarkan Marw an yakni ibn Muhammad
mengabarkan Sulaiman ibn Bild atau ‘Abd AzE ibn Muhammad dari kedua
orang tuanya dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda:
“Perdamaian itu dibolehkan antara sesama muslim” menambahkan Ahmad
“kecuall perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan
yang halal” menambahkan Sulaiman Ibn Dawud dan Rasulullah SAW
bersabda: “Orang-orang muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat

(janji-janji) mereka »8

Kebebasan membuat akad dalam hukum Islam tidaklah mutlak,
melainkan dibatasi. Dalam pembatasan hukum Islam, pembatasan itu
dikaitkan dengan larangan memakan harta sesama dengan jalan batil
sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. An-Nisa: 29. Secara umum dapat
dikatakan bahwa memakan harta dengan jalan batil adalah bertentangan
dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Hanya saja ketertiban umum dan

kesusilaan dalam hukum Islam lebih luas cakupannya, karena mencakup

larangan riba, garar dan syarat penyerta akad yang fasid.’

. Rukun, Syarat dan Macam-Macam Akad

1. Rukun Akad
Menurut mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan rukun akad

adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Para ahli hukum Islam

kontemporer menyebutkan bahwa rukun yang membentuk akad ada empat,

yaitu:‘0
a. Para pihak yang membuat akad (al- ‘Agid)

8 Abi Diwud, Sunan Abi Déwud, Terj. Ustadz Bey Arifin dkk (Semarang: CV. Asy-

Syifa’, 1993), Jilid 4, hal. 162.

9 Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah, hal. 87.
10 1bid., hal. 96.




Al-‘Agid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat
ga

penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada ‘agid.'!

. Pernyataan kehendak para pihak (Sigat ‘dqd)

Pernyataan kehendak para pihak tersebut dinyatakan melalui ijab dan
qabul. Ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang
menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua,
sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang menerima barang,
yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.'” ljab dan
qabul dapat berupa perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan. Namun,
semua bentuk ijab dan gabul itu mempunyai nilai kekuatan yang

sama.”®

. Objek akad
Dalam Islam, tidak semua benda atau barang dapat dijadikan objek

akad, misalnya minuman keras, narkotika, dan lain-lain.
. Tujuan akad (Mawdu al-‘aqd)
Tujuan akad adalah maksud utama disyariatkannya akad. Dalam

hukum Islam, tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan syara’

2. Syarat-Syarat Akad

yang harus terdapat dalam akad adalah: '*

Syarat-syarat umum
a. Kedua belah pihak cakap berbuat

b. Objek akad dapat diterima hukumnya

- —

(Semarang;: Pustaka Ri

1 Ibid,, hal. 53.

12 7pid., hal. 44.
13, Ali Hasan, Berbagai Macam
14 Teungku M ammad Hasbi

izki

Transaksi dalam Islam, hal. 104.

hal. 34.

Ash-Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalah, cet. 1




g
h.

Akad itu tidak dilarang oleh syara’

Akad itu diijinkan oleh syara’

Akad itu memberi manfaat

Jjab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul

Bertemu di majlis akad (syarat ini disyaratkan oleh mazhab Syafi~)

Tujuan akad harus jelas dan diakui oleh syara’

3. Macam-Macam Akad

Akad dapat dibedakan menjadi berbagai macam, yaitu:

a.

Berdasarkan Ketentuan Syara’

1) Akad Sahih
Akad sahii adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang
ditetapkan oleh syara’. Setiap akad yang sahfi menimbulkan
kewajiban tertentu bagi pembuat akad, ataupun objeknya masing-
masing dan syarat yang disepakati untuk berakad."®

2) Akad tidak sabil
Akad tidak sahil adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan

syaratnya. Dengan demikian akad ini tidak berdampak hukum atau

tidak sah. Jumhur ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad
H aﬂaﬁyah membedﬂkﬂn antara fis'id dan batal. Akad batal adalah

fasid termasuk golongan ini, sedangkan ulama

akad yang tidak memenuhi rukun, seperti akad yang dilakukan oleh
orang gila. Sedangkan akad fasid adalah akad yang memenuhi

//;;wbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalah, hal. 58.

15 Teungku Muhamm
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persyaratan dan rukun, tetapi dilarang syara’,' seperti menjual

minuman keras.
b. Berdasarkan Penamaannya
1) Akad yang telah dinamai oleh syara’, seperti jual beli, hibah, gadai

dan lain-lain.
2) Akad yang belum dinamai oleh syara’, tetapi disesuaikan dengan

perkembangan jaman.

c. Berdasarkan Tujuannya'’
1) Akad Pemindahan hak milik (‘agd at-tamii)
2) Akad Melakukan pekerjaan (‘agd al-‘aml)
3) Akad Persekutuan (‘aqd al-isytirag)
4) Akad Penjaminan (‘aqd as-tausi)

5) Akad Pendelegasian (‘aqd at-tafwE)

d. Berdasarkan Sifatnya
1) Akad tanpa syarat (Akad munjiz)
Akad munjiz adalah akad yang diucapkan seseorang tanpa memberi

batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat.

Contoh: “Saya membeli motor ini padamu Rp 6.000.000”, lalu

dikabulkan oleh scorang lagi, maka akad tersebut terwujud, serta

sebagai akibatnya pembeli memiliki motor dan penjual memiliki
uang.

2) Akad Bersyarat (Akad gair muryjiz)

uamalah, hal. 65-66.

i, Figh M
16 Rachmat Syafe’s ;Z%m Perjanjian Syariah, hal. 314-315.

17 Syamsul Anwar,




Akad gair munjiz adalah akad yang diucapkan seseorang dan

dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak
ada, akadpun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu
tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya. Akad gair munjiz ada

tiga macam:'®

a) Ta'qlig syarat, yakni terjadinya suatu akad bergantung pada
urusan lain. Jika urusan lain tidak terjadi atau tidak ada, akad
pun tidak ada. Taqliq syarat ini biasa ditandai dengan ungkapan
“jika” dan “kalau”. Contoh: “Jika orang yang berutang kepada
anda pergi maka saya akan menjamin utangnya”.

b) Tagyid syarat, yaitu syarat pada suatu akad yang hanya berupa

ucapan saja sebab pada hakikatnya tidak ada atau tidak pasti

dilakukan. Contoh: orang yang menjual barang dengan syarat

ongkos pengangkutannya ditanggung penjual.

Syarat idgfah, yaitu menyandarkan kepada suatu masa yang

akan datang. Seperti “Saya akan menjadikan Anda sebagai

sekretaris saya mulai tahun depan”.

Akad merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang

yang berakad. Dalam Kaitannya dengan kewajiban memenuhi akad, Rasyid
e 19
Rido dalam Tafsir Al-Manar menegaskan:
. ataan dan tinda.kan yang dipandang sebagai akad wajib
g?tlal:lh‘i’egg;agahnana diperintahkan oleh Allah, selama tidak berisi
1pen lal atau penghalalan yang ha yang telah

pengharaman yang ba

i 68-69.
hmat ’i, Figh Mumnalq{:, hal. ;
:: SR;:mSUI z:/f:r, Huzum Perjanjian Syariah, hal. 314.




ditegaskan dalam syariah, seperti akad den

gan paksaan, akad
membakar rumah seseorang, memotong pohonnya, berbuat kejiu:::ﬁ
makan harta sesama dengan jalan batil, semisal riba, judi, penyogokan

Bentuk-bentuk kewajiban memenuhi prestasi sebagai akibat hukum
yang timbul dari akad berbeda-beda sesuai dengan tujuan masing-masing
akad. Seperti yang telah dibahas di atas, berdasarkan tujuannya maka akad
dapat dibedakan menjadi 5:

1. Akad Pemindahan hak milik (“agd at-tamlik)
Yaitu akad yang tujuan pokoknya memindahkan milik atas sesuaty

dari satu pihak ke pihak lain. Akad pemindahan hak milik ini dari segi

objeknya dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Akad pemindahan hak milik atas benda, yang termasuk dalam akad
jenis ini adalah akad jual beli dan akad hibah. Akibat hukum dari akad

ini adalah perpindahan milik atas benda objek akad dari satu pihak ke

pihak lain.
kad pemindahan hak milik atas benda ini juga dibedakan menjadi

dua, yaitu:

1) Akad muawadah (atas beban), yaitu akad yang menimbulkan
perikatan timbal balik antara kedua pihak dimana masing-masing

pihak menjadi kreditur dan debitur sekaligus, contohnya akad jual

beli. Dengan akad ini pemilikan atas benda objek akad pindah

pembeli dan milik atas harga pindah kepada penjual begitu

kepada
akad torcipta secara sali

————

—




2) Akad tabarru’ (donasi), yaitu akad yang hanya menimbulkan

kewajiban pada satu pihak saja, sementara pihak lain tidak
berkewajiban. Termasuk dalam akad jenis ini adalah akad hibah.
Dengan akad ini pemilikan atas benda yang dihibahkan berpindah
dari pemberi hibah (wahib) kepada penerima hibah (mawhub lah),
akan tetapi pemindahan ini tanpa imbalan.

b. Akad pemindahan hak milik atas manfaat, yaitu suatu akad yang
objeknya adalah manfaat dan tujuannya adalah memindahkan milik
atas manfaat tersebut. Manfaat dalam hukum Islam ada dua, yaitu:

1) Manfaat benda, yang termasuk dalam akad ini adalah akad sewa
menyewa benda dan akad pinjam pakai. Akibat hukum dari akad
ini adalah berpindahnya kepemilikan atas manfaat benda objek

akad dari satu pihak ke pihak lain.
Akad jenis ini dibedakan menjadi dua, yaitu:
a) Akad muawadah (atas beban), yang termasuk akad jenis ini

adalah sewa menyewa

b) Akad tabarru’ (donasi), yang termasuk akad jenis ini adalah

akad pinjam pakai

2) Jasa (manfaat orang), akad jenis ini lebih tepat untuk dikatakan

sebagai akad untuk melakukan pekerjaan

Kerjaan (‘aqd al- ‘aml)

9. Akad Melakukan Pe




5. Akad Pendelegasian (‘aqd

Yaitu suatu akad dimana kewajiban salah satu pihak adalah

melakukan pekerjaan. Contonya seperti seseorang yang meminta orang

lain untuk menambal ban sepeda motornya yang bocor.

. Akad Persekutuan ( ‘aqd al-isytiraq)

Yaitu akad untuk mengadakan persekutuan antara dua pihak atau

lebih, seperti akad syirkah dan akad mudarabah.

. Akad Penjaminan (‘agd at-tawsig)

Adalah akad yang tujuannya adalah untuk memberikan jaminan
dan penguatan terhadap suatu akad pokok. Termasuk dalam akad ini

adalah akad kafalah (penanggungan) dan akad rahn (gadai). Kafalah
dalam hukum Islam diartikan sebagai penggabungan tanggung gugat

penanggung kepada tanggung gugat debitur asli untuk menghadapi

penagih utang, sehingga kreditor dapat menagih kepada siapapun dari
keduanya. Kehadiran penanggung adalah untuk menjamin dan

memperkuat perikatan utang antara kreditur dan debitur asli.

Sedangkan gadai adalah juga suatu bentuk penjaminan terhadap

akad utang piutang karena gadai adalah menahan suatu benda yang
bernilai uang oleh penerima gadai sebagai jaminan pembayaran utang
debitur, dimana bila saat pembayaran jatuh tempo debitur tidak membayar

penerima gadai mengeksekusi pembayaran uang tersebut

utangnya,
melalui barang gadai yang ada di tangannya.
at-tafwe)




Adalah akad yang tujuannya untuk menyerahkan sebagian atau

seluruh kewenangan bertindak hukum dari seseorang kepada orang 1
g lain.

T -
ermasuk dalam akad ini adalah akad wakalah (pemberian kuasa).”’

C. Penerapan Akad Bersyarat dalam Transaksi Muamalah
Seperti telah disinggung pada bab sebelumnya, penerapan akad
bersyarat dalam transaksi muamalah dapat terlihat dalam asas kebebasan
berakad serta dalam hal khiyar. Hukum Islam mengakui kebebasan berakad,

yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat

membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah

ditentukan dalam undang-undang syari’ah dan memasukkan klausul apa saja

ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak

berakibat memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Adanya asas

kebebasan berakad dalam hukum Islam ini didasarkan pada dalil antara lain:

Q.S. Al-Maidah: 1, Sabda N
g'ary'i-jary'i) mereka”.!

bahasa Arab 84 2 LA yang berarti

abi SAW “Orang-orang Muslim itu senantiasa

pada syarat-syarat
Sedangkan k]nyfr berasal dari

42 Menurut ulama figh, khiya adalah suatu keadaan yang

pilihan/terba
menyebabkan ‘agid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni
menjadikan atau membat«"-ﬂk&“'")’f‘-23 Jumhur fuqaha pada umumnya
gan alasan demi kemaslahatan. Sedangkan yang

membolehkan Khiyar den

20 ppid., hal. 315-318.
2 ppid., hal. 84
lbid., hal. & sdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, hal. 856

22 Atabik Ali Ahmad Zuhdi M
23 Rachmat Syafe’h Figh Muamalah, hal. 103.




melarang (as-Sauri, Ibn Abi Syubrumah dan sekelompok ahli Zahir) beralasan

bahwa khiya adalah kesamaran, sedangkan jual beli adalah kepastian.2*

Sayyid Sabiq dalam Figh Sunnah menyebutkan macam-macam khiya.

yaitu: =
. Khiya Majlis

Khiya majlis, artinya si pembeli dan penjual boleh memilih antara
eneruskan atau membatalkan jual beli) selama keduanya

dua perkara (m

masih tetap di tempat jual-beli.?® Apabila ijab qabul telah dilakukan oleh
penjual dan pembeli, dan akad terlaksana maka masing-masing dari

keduanya memiliki hak untuk mempertahankan akad atau

membatalkannya selama keduanya masih di majlis, yaitu tempat akad,

asalkan keduanya tldﬂk bel:]ual beli dengan symt t&l‘lpa khiyé-,”

Asy-Syﬁﬁ"i dan Ahmad berpendapat bahwa khiyar ada dalam jual

beli, perdamaian, pen

tukar-menukar yang bersifat mengi

memperoleh parta.® Contoh: Pak yYusuf akan membeli pakaian seragam

sekolah untuk anaknya di

galihan hutang, penyewaan, dan dalam semua akad
kat dan yang bertujuan untuk

toko “Hasanah”, di toko tersebut berlaku

raturan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali.

2 Ibnu Rusyd, Bidayan! Mujtahid, teti. MA. Abdurrahman, A. Haris Abdullah,
cet. 1 (Semarang: CV. ‘Asy-Syifa’, 1990); Jilid 11, hal. 172

Figh Sunnah, tet). Mujahidin Muhayan, cet. 1 (Jakarta: Ikrar Mandiri

footnote no. 125. Di sana dikatakan bahwa pendapat

25 gayyid Sabig, v
ayy & 0-64. Lihat juga
ik. Keduanya mengatakan bahwa “khiyar majlis tidak

pe

Abadi, 2008), Jilid 4, hal. ¥

td £ - - M al

tesebut ditentang oleh Abu Hanifah dan o "

ada. Xkad yanggdilakukan dengan perkatash sudah cukup dan harus ditaati. Dan apabila jual beli
uanya tidak memiliki

Al Fauzan, Macam-Macam Khiyar, (Online)

khiyar, meskipun keduanya masih berada di dalam

telah terjadi maka ked
majlis”.
2%  gyaikh Sh




Setelah seragam tersebut dicoba oleh anaknya ternyata ukuranya terial
! rlalu

kecil, karena Pak Yusuf belum meninggalkan toko (masih di tempat akad)

maka Pak Yusuf bisa menukar barang tersebut atau membatalkan akadny
a.

2. Khiyar Syarat
Yaitu masing-masing dari keduanya mensyaratkan adanya khiyar
ketika melakukan akad atau setelahnya selama khiyar majlis dalam waktu

tertentu. Apabila masa yang ditentukan telah habis dan akad tidak

dibatalkan, maka jual beli tersebut tetap mengikat.”’

Dasar disyariatkannya khiyar ini adalah:

F .’(3)’/4:1/92‘“‘ ‘., 9?‘ P ,j,,'&, .
JfJ ‘..Lu)/, Lfl'pﬁfij'e"‘ﬁ‘s‘“g"JJ;“j‘uE—
s 20 20 :/9/

30 " W 2o ‘G G
“Dari Ibn ‘Umar ra. dari Nabi SAW bersabda: “Setiap dua oran . a
. berjual beli, tidak ada jual beli di antara keduanya sampai keg yang
berpisah, kecuali jual beli khiya” > uanya

3. Khipa ‘Aib (Cacat)
Artinya Si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya

pada barang yang dibelinya tersebut suatu cacat yang

apabila terdapat
Diharamkan bagi manusia untuk

i nilai barang tersebut.

mengurang
menjual parang Yansg memiliki cacat tanpa menjelaskannya kepada
pembeli. Dasarnya adalah hadis ‘Ugbah ibn ‘Amir bahwa ia telah
mendengar dari Rasulullah saw- bersabda:

nnah, (Beirut Libanon: Dar al Fikr, 1992), Juz 3, lihat

:z Ibid J Sabig, Fighu a! Su

Lihat: Sayyid Sabid —get 8 e :
. At ammad ibn Isma il ibn fbrahim ibn al Mugirah ibn Bardazab
juga- Abu Abdl"ah Nt_up irut: Dﬁ]‘ al Fikr, 1994), B@ 128 Kaﬂa 81'33—1-’ bllKhiya}Ha[ YZ:‘:‘;::

Bukhari, Sabil al Bukhar’, (B€
- Jsilid 2, hal. 25-
.2 cunnah, hal- 60.

el

al-B4i, Hadis no- 2113,
31 Gayyid Sabiq, Fi
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Mewartakan kepada kami Muhammad Ibn B o
kami _Wahb Ibn Jarir mewartakan kepada kafns:y ajarah’zw ZZ:kan kepada
Yahya Ibn Ayyub mev.iartakan‘ hadis dari Yazid Ibn Abi ’Habibmzz::e 'ff,‘,”
Al-Rahman Ibn Syumasah dari qubah Ibn ‘Amir dia berkata: Rasu]u”az
lam itu saudara orang Islam. Dan Tidak halal

SAW bersabda: “Orang Is
menjual barang yang cacat kepada saudaranya

bagi orang Islam untuk
melainkan sudah menerangkan cacat tersebut kepadanya”.

Namun demikian ada ketentuan apabila akad terlaksana, sedangkan

pembeli mengetahui adanya cacat,
beli karena ia telah rela. Adapun jika pembeli tidak

maka akad ini bersifat mengikat. Tidak

ada khiyar bagi pem
ctahui adanya cacat, lalu ia mengetahuinya setelah akad maka akad

meng
gikat. Pembeli boleh memilih antara mengembalikan

sah, tetapi tidak men
g telah dibayarkannya kepada penjual

dan mengambil harga yan

barang
parang dan mengambil dari penjual sebagian harga

atau mempertahankan

gan kadar kekurangan
Sebagai contoh misalnya Ibu Aminah membeli rice

sesuai den yang timbul oleh cacat tersebut, kecuali

apabila ia telah rela.
setelah sampai rumah dan dicoba ternyata tombol untuk

memasaknya rusak, kemudian 1bu Aminah mengembalikan lagi di tempat

cooker,

3 ppi *Abdillah M 06
y 46, Jus L, hal- 700 0 ioltah § emara
n Mgah, Teti- A Itah Shonhaji, (Semarang: CV. Asy Syif:
. CV. yifa’,

Fikr, 1995), hadis no- 224
ajah, Sunan b

33 [bnu M

tt), Jus 3, hal. 88.
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ia membeli rice cooker tersebut, karena sebelumnya telah ada perjanjian

antara Ibu Aminah dengan penjual.

4. Khiyar Tadll (Penipuan/Pemalsuan)

Khiyar tadlis ada dua macam, Pertama: menyembunyikan cacat

barang. Kedua: Menghiasi dan memperindahnya dengan sesuatu yang

menyebabkan harganya bertambah. TadlE ini haram, karena dia merasa

tertipu dengan membelanjakan hartanya terhadap barang yang ditunjukkan

oleh penjual dan Kalau dia tahu barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan

harga yang dia berikan maka syariat memperbolehkan bagi pembeli untuk
mengembalikan barang pembeliannya.“
bila penjual menipu pembeli untuk menaikkan harga maka hal

Apa
pembeli memiliki khiyar untuk mengembalikan

itu haram baginya dan
a tiga hari. Larangan tentang penipuan in didasarkan pada

barang selam

hadis Rasul saW-
o, S - is -

—ujwu»w‘;wu.\,.

Cafs J})*MJ‘ £y
Mf()‘-’ s (s "‘*’33:‘3"”0"”9‘ﬁm:"3c
£ 2,008 ;JLP LS’;J loz; :J;

o A gy OV 322 o
L.«-P:;:'/j fbcwwyuﬁ»db—rb‘,wm\
3¢ Lo il

(aibah ibn Sa 'id mewartakan kepada kami

km' -7
Mewartakan kepaji 4 Al-Rahman al Qorl. Mewartakan kepada kami Abu
Ya’'qub yaitu 107 " od b Hayy takan kepada kami Abi Hasim

an mewar
Ahwas Md mSuha ] ibn AbT Salihin dari ayahnya dari Abi Hurairah,

i, Sahih Muslim, (Beirut: Dar al Fikr, 2000),

” ityyld sabid, ?Zh 7 ibn sy ,f lNawa
Jus 1, hal. 90.




Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: *
: : “Barang si
pedang kepada kami maka bukanlah bagian dari kanfgl dzzp:arzlne;n .I:Zzwpz

menipu kami maka dia bukanlah bagian dari kami”*

5. Khiyar Gaban (Kekeliruan)
Kekeliruan yang dimaksud di sini adalah kekeliruan yang dibatasi

dengan adat dan tradisi. Sesuatu yang dianggap oleh adat dan tradisi

sebagai kekeliruan, di dalamnya terdapat Khiyar. Salah satu bentuk

kekeliruan adalah n@/sy, yaitu menawar barang dengan harga lebih tinggi

melalui persekongkolan untuk mena
melainkan untuk memperdaya orang agar membeli

ikkan harga, bukan dengan maksud

untuk membelinya,

dengan harga yang lebih tinggi.”

penjelasan mengenai macam-macam khiyar tersebut di

Berdasarkan
atas, maka menurut penulis jeni
bersyarat adalah khiya majlis dan khiyar syarat. S

arat tangguh dalam hukum Islam bersesuaian

bahwa perikatan dengan 4
karena di dalam khiya syarat terdapat penangguhan

s khiyd yang sesuai dengan konsep perikatan

chingga dapat dikatakan

dengan khiy& syarat,
4oatan dengan syarat tangguh, hanya saja waktu di

waktu seperti pada P®
barang yang diakadkan. Sedangkan

dalam khiya@ syarat tergantung pada
| dalam hukum Islam bersesuaian khiyar majlis.

perikatan dengan SY8re! batd
war majhis terdapat hak untuk membatalkan perikatan

dalam kh
gan syarat batal. Yang membedakannya dengan

Karena di

seperti pada perikatan den
khiyar majlis adalah di dalam perikatan dengan syarat batal tidak dibatasi oleh
tempat akad, tidak seperti dalam khiya majlis.
36 gayyid Sabid Figh Sunnals hal. 61.

37 pid., hal. 64.




PERIKA LAM P!
TAN BERSYARAT DALAM PASAL 1253-1267 KUHPERDATA

A. Konsep Perikatan dalam Hukum Perdata

Istilah perikatan berasal dari bahasa Belanda “verbintenis” yaitu suatu

hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak
piha

yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang |
> g lain

berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.'

Dari perumusan mengenai pengertian perikatan, maka dapat

disimpulkan bahwa perikatan mempunyai unsur-unsur penting yaitu:?
1. Hubungan Hukum

Hubungan hukum di sini berarti bahwa hak si berpiutang itu

min oleh hukum atau undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk

yang dimaksud oleh undang-undang dengan

dija
membedakan perikatan
hubungan Yyang timbul dalam lapangan moral dan kebiasaan, yang

juga menimbulkan adanya kewajiban (kewajiban sosial) untuk

memang
tetapi tidak dapat dipaksakan pemenuhannya melalui bantuan

dipenuhi,
hukum.
gan Hukum Kekayaan

9. Dalam Lapan
adalah menyangkut hak dan kewajiban yang

Harta kekayaan
pang. Harta kekayaan itu dapat berwujud dan tidak

mempunyai ﬂilai

perwujud.’

2 ianji 2] (Jakarta: Intermasa, 2005), hal
) Hukum Perjarjiar cet. 2 . 005), hal. 1.

, JSu;):tl:tii; Hubum Perikatan, cet. 1 (Bandung: T im Alumni, 1993), hal. 13.

3 éalim ﬁs, Ppengantar Hukum perdata Tertulis (BW), cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika,

2006), hal. 152.
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. Perikatan Berdas

3. Hubungan Antara Kreditur Dan Debitur

Di dalam perikatan ada dua pihak yang saling berhubungan/terikat

Di satu pihak dinamakan “debitur” atau si berutang dan pihak yang lai
in
dinamakan “kreditur” atau si berpiutang. Dikatakan “pihak” bukan
“orang” karena dimungkinkan dalam suatu perikatan terlibat lebih dari dua

orang, tetapi “pihaknya” tetap dua.

Perikatan dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi enam jenis:*

. Perikatan Bersyarat

Perikatan bersyarat adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya

digantungkan pada syarat tertentu. Perikatan bersyarat diatur dalam Buku

I11 Bab satu bagian lima yang meliputi Pasal 1253-1267 KUHPerdata.

Suatu perikatan adalah bersyarat jika berlakunya atau hapusnya perikatan

tersebut berdasarkan persetujuan  digantungkan kepada terjadi atau

tidaknya suatu peristiwa yang akan datang yang belum tentu terjadi.

ar Ketetapan Waktu
Perikatan jenis ini diatur dalam KUHPerdata yaitu pasal 1268-
1271. Yang dimaksud dengan perikatan dengan ketetapan waktu adalah
perikatan yang ditangguhkan pelaksanaannya sampai pada waktu

Berlainan dengan perikatan bersyarat, perikatan dengan

suatu

yang ditentukan.

ak menangguhkan lahirnya suatu perjanjian

ketetapan waktu (termijn) tid

4 1pid., hal. 175-
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atau perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya, ataupun

menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan.’

. Perikatan Alternatif
Perikatan alternatif disebut juga perikatan mana suka. Perikatan ini

diatur dalam pasal 1227-1277 KUHPerdata. Dalam perikatan ini, si

berutang dalam memenuhi prestasi (kewajibannya) dapat memilih salah

satu di antara prestasi yang telah ditentukan. Sebagai contoh: A berutang

dua kilo gram telur kepada B dengan ketentuan A bisa memilih untuk

membayar utangnya tersebut dengan mengembalikan dalam bentuk uang

seharga dua kilo gram telur atau dua kilo gram telur seperti pada saat dia

meminjam kepada B.

. Perikatan Tanggung Renteng
Perikatan tanggung renteng diatur dalam pasal 1278-1295

KUHPerdata. Perikatan tanggung renteng disebut juga perikatan tanggung
g. Perikatan tanggung renteng adalah suatu perikatan dimana

menaggun
beberapa orang persama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan

satu orang kreditur, dim
pada kreditur, maka pembayaran itu akan

dengan ana salah satu dari debitur itu telah

membayar utangnyd

kan teman-teman yang la
g kepada D- Salah satu dari mereka yaitu B telah

bebas in dari utang. Sebagai contoh, A, B,
mem

dan C meminjam uan

ianji . 6.
5 Subekti, Hukum Perjanjian; hal




seluruh utang itu kepada D, maka A dan C telah terbebas dari

membayar

pembayaran utang mereka.’
. Perikatan Dapat Dibagi Dan Tak Dapat Dibagi

Perikatan jenis ini diatur dalam pasal 1296-1303 KUHPerdata

Suatu perikatan dapat atau tidak dapat dibagi, tergantung pada prestasinya

Soal dapat atau tidaknya prestasi dibagi tergantung pada sifat barang yang

bersangkutan, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksud sebuah perikatan

Mungkin ada barang yan
udnya perikatan tak dapat dibagi.”

g menurut sifatnya dapat dibagi-bagi, tetapi

menurut maks

Perikatan dapat dibagi adalah suatu perikatan dimana setiap debitur

hanya bertanggungiawah sebesar bagiannya terhadap pemenuhan

prestasinya. Dengan demikian diapun terbebas dari kewajiban pemenuhan

clebihnya- Masing-masing kreditur hanya berhak menagih

prestasi S
sebesar bagiannya sa2

ila perikatan tersebut hanya ada satu orang kreditur maka
pakan perikatan yang tidak dapat
pasal 1390 KUHPerdata berbunyi: “Tiada

Apab
dibagi, meskipun

perikatan it meru
prestasinya dapat dibagi.
seorang debiturpull yang dapat memaksa krediturnya menerima

utangnya sebagian” Lain halnya apabila kreditur atau

pembayaran
perikatan atau baru kemudian, terjadi pengoperan

debitur sejak 1ahimY®

piutangnya atau karend pewarisan.

Perdata Tertulis (BW), hal. 176.

' Undang Hukum Perdata, cet. 33 (Jakarta:
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f. Perikatan Dengan Ancaman Hukuman
Perikatan de
ngan ancaman hukuman diatur dalam pasal 13
04-1312

KUHPerdata. Yang dimaksud dengan perikatan dengan ancam

adalah suatu perikatan dimana seseorang untuk jaminan pelak: o

perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perika sanaan -

terpenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai N

kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak tegr:enpu:i]:jan N
a atau

dilanggarnya perikatan.”
Dalam hal ini ancaman hukuman mempunyai dua maksud
ud:

1) Untuk mendorong si berutang supaya ia memenuhi kewajib
annya.

y a

kerugian yang dideritanya.
Menurut KUHPerdata, suatu perikatan dapat berakhir disebab
sebabkan

beberapa hal, yaitu:"

1. Pembayaran

Yang dimaksud
perjanjian secara suka rela, artinya tidak dengan paksaan

pembayaran di sini adalah pelaksanaan
atau

pemenuhan tiap

atau eksekusi.
aran Tunai Diikuti Oleh Penyimpanan Atau Peniti
pan

2. Penawaran Pembay

yang dimaksud den
u penitipan adalah suatu
i kepada i berpiutang, karena si berpiutan,

g

gan penawaran pembayaran tunai diikuti oleh
penyimpanan ata pembayaran yang dilakukan oleh
si berutang gecara tund
hal. 11.

ng-Undang Hukum Perdata, hal. 331.

Perjanjian, 3
Kitab Unda

9 SUbektiy Huh‘m
lldibios

10 SUbektiQ Tjitfos
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menol ;
ak untuk menerimanya, dan kemudian si berutang menitipk:
annya di

pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 1404-1412 KUHPerdata
HPerdata.

. Pembaharuan Utang

Pembaharuan utang disebut novasi, hal ini diatur dalam pasal
asa

1413-1424 KUHPerdata. Novasi adalah sebuah persetujuan dimana
suatu

perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain h
arus

dihidupkan, yang ditempatkan di tempat yang asli.
. Kompensasi Atau Perhitungan Utang Timbal Balik
Kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang dengan
qungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan

jalan memperhi
si diatur dalam pasal 1425-1435 KUHPerdata

debitur. Masalah kompensa

hak menuntut dikembalikannya barang miliknya dengan

a. Jika suatu pi

melawan hak telah dia
ak menuntut dikembalikannya suatu barang yang

cara mbil oleh pihak lawannya.

b. Jika suatu pih
atau dipinjamkan pada pihak lawan itu.

dititipkan
nuntut diberikannya Su

Jika suatu pihak me atu tunjangan nafkah yang

telah menjadi haknya

. Percampuran Ut2n&
Jtang diatur dalam pasal 1436-1437 KUHPerdata.

Percampuran
negeri Belanda, percamp

Di dalam NBW @W Bart)
1472 NBW.

uran utang diatur

Percampuran utang adalah percampuran

an kedudukan sebagai

dalam pasal
g berutang deng

kedudukan sebagai orang Yam

kreditur.




6. Pembebasan Utang
Pembebasan utang adalah suatu pernyataan sepihak dari kreditur

kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utangnya. Hal ini diatur

dalam pasal 1438-1443 KUHPerdata. Ada dua cara terjadinya pembebasan

utang, yaitu dengan cara cuma-cuma dan dengan prestasi dari pihak

debitur. Pembebasan utang dengan cuma-cuma harus dipandang sebagai

penghadiahan (H.R 16 Januari 1899 dan 10 Januari 1902), sedangkan

asi dari pihak debitur artin
asan ini didasarkan pada perjanjian.''

pre ya sebuah prestasi lain selain prestasi

terutang. Pembeb

7. Musnahnya Barang Terutang
Musnahnya barang terutang diatur dalam pasal 1444 dan 1445
dengan musnahnya barang terutang adalah

KUHPerdata. Yang dimaksud
dapat dlperdagangkan atau hil
kali apakah barang itu masih ada atau

hancurnya, tidak angnya barang terutang,

ak diketahui sama se

sehingga tid
i luar kesalahan debitur

adalah suatu syarat yang apabila dipenuhi akan

dan membawa segala sesuatu pada keadaan

ar Hib Perdata Tertulis (BW)k,uI'l”alPl ;at bacal
!t galim, HS Penga"’ " Kitab U g-Undang Hukum Perdiis 1265. Di sana
12 gubekti, THrOSY e angguhk pemenuhan an perikatan; hanya ia mewajibkan si
dikatakan bahwa syarat ¢ batal idak jah diteri terimany? » apabila peristiwa Yang dimaksud terjadi.
berpiutang mengemba llkaﬂap a yan




9. Lewat Waktu ata

Pembatalan perikatan diatur dalam pasal 1456 KUHPerdata. Ada

tiga penyebab timbulnya pembatalan perikatan:

a. Adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa

dan di bawah pengampuan.
b. Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam

undang-undang.

Adanya cacat kehendak (wilsgebreken), yaitu kekurangan dalam

kehendak orang atau orang-orang yang melakukan perbuatan yang

menghalangi terjadinya persesuaian kehendak dari para pihak dalam

perjanjian.
Untuk melindungi pihak kreditu
aka pasal 1341 KUHPerdata merumuskan bahwa:

r, schubungan dengan adanya

pembatalan perikatan, m
emikian, tiap orang berpiytang boleh mengajukan adanya
la perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si
ama apapun juga, Yyang merugikan orang-orang
| dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si
dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat,

atan itu membawa akibat yang merugikan orang-

berpiutang. . )
Eg;l}g{ake.rlfak yaﬁg diperolehny? dengan uft]kad baik oleh orang-orang pihak
ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu,
d;ll{l}dltxslligl;nengajukan hal batalnya perbuatan-gerbua.tan yang dilakukan
((i yUn cuma-cuma oleh i berutang, cukuplah s! berpiutang membuktikan
belr:‘im i berutang pada waktu me ukan perbuatan itu tahu, bahwa ia
da ; berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan
p:ggna;a, ta duli apakah orang yang menerima keuntungan juga

13

mengetahuinya atat tidak.

(1)Meskipun d
batalannya s€ga
berutang deng
berpiutang, as2
berutang maupun orang
mengetahui bahwa perbu

verjaring)

u Daluwarsa (

13 fpid., hal. 342-343.




Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk
membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu

dan atas syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang (Pasal 1946

KUHPerdata). Ada dua macam daluwarsa (verjaring) yaitu: pertam.
- P a,

Acquisitieve verjaring adalah lampau waktu yang menimbulkan hak,

syaratnya harus ada iktikad baik dari pihak yang menguasai benda

tersebut. Sedangkan yang
g melenyapkan atau membebaskan terhadap tagihan atau

kedua Extinctieve verjaring adalah lampau

waktu yan
kewajiban."*

Dalam Perikatan

B. Ketentuan Syarat
a Bab I, perikatan dikatakan bersyarat manakala

Seperti dikatakan pad
ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu
perikatan hingga terjadinya peristiwa

akan terjadi, baik secard menangguhkan
un secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau

semacam ity maup
(Pasal 1253 KUHPerdata).

tidak terjadinya perikatan itu
dikatakan bahwa:'®

pasal perikutnya (1254)
j jakukan sesuatu yang tak .
Semua syarat yané bertujuan M° u yang tak mungkin
te?l:ksan:, sesuatu yang pertentangan dengan kesusilaan baik, atau sesuatu
yang dilarang oleh undang-undang, adalah batal, dan berakibat bahwa
petjanj jan yang digantungkaﬂ padanya, tak berdaya.

254 KUHPerdata permaksud memberikan pembata

peristiwa yang

Lalu pada

Ketentuan pasal 1
belum tentu terjadi. Dengan

mengenai syarat terjadiny?
] lem daluwarsa-bcrﬂmgsi untuk melindungi kepentin
im HS, ‘esi ::rugatang dengan Jalan‘mengamzmk?n terhadap tuntutan yfna;
m?isa);larakat serta unt;l;;n“;a embaga 42 Wi ihak du:;):‘tor atau ahli warisnya dapat dituntut
fil;l kuno. Tanpaberkepanjaﬂga“ unt kmelunaslij:t::u Huﬁm Perdata, hal. 326
amwz}lsct;lu);ﬂk%i Tjitrosudibio, Kitab Undang: "8 P




pasal 1254 KUHPerdata, seluruh

rumusan tersebut, selain pembatasan pada

persyaratan yang ditentukan dalam pembentukan perikatan (melalui

perjanjian) dapat dianggap syarat yang memenuhi terbentuknya perikatan

bersyarat.'®
Pasal 1256 juga memberikan suatu larangan yang berakibat batalnya

perikatan yang dibuat secara bersyarat. Pasal tersebut menyatakan bahwa:
(1)Semua perikatan adalah batal, jika pelaksanaannya semata-mata
bergantung pada kemauan orang yang terikat.
(2)Tetapi jika perikatan tergantung pada suatu perbuatan yang
pelaksanaannya berada dalam kekuasaan orang tersebut, padahal
perbuatan itu sudah terjadi, perikatan itu adalah sah.

56 KUHPerdata bersifat limitatif, yang membatasi

Pasal 1254 & 12
adikan sebagai syarat dalam suatu perikatan

aratan yang dapat dij

persy
ana disebutkan dalam

bersyarat sebagaim pasal 1253. Adapun syarat-syarat

limitatif tersebut:"”
mungkin terlaksana tidak boleh dijadikan syarat. Yang

1. Sesuatu yang tak
gesuatu yang menurut pandangan masyarakat

gan dengan kesusilaan
yang dilarang oleh undang-undang adalah batal
yang digantungkan pad
tuan pasal 1320 KUHPerdata yang

ensi dari keten
syarat objektif, yaitu adanya suatu pokok

anya tak berlaku. Hal

mensyaratkan ) .
- dan sebab ya_ng tldak dilarang.
Pada Umumnya, cet. 1 (Jakarta: Raja

an Widisjss Perikar’




3. Syarat yang pelaksanaannya semata-mata tergantung pada kemauan orang

yang terikat adalah batal. Ketentuan ini bermaksud untuk menegaskan

kembali bahwa perikatan dibuat sebagai bentuk kesepakatan kedua belah

pihak. Sebagai konsekuensi dari larangan persyaratan terscbut, maka

rjanjian pemberian hibah ditetapkan sebagai perjanjian yang bersifat riil

pe
an bahwa hibah baru ada setelah penyerahan dilakul

dengan pengerti
oleh pemberi hibah kepada
modir dalam ayat (2) pasal 125

penerima hibah.!® Ketentuan mengenai hibah

ini juga diako 6 KUHPerdata.
entukan dalam pasal 1254 & 1256 di atas

Ketiga syarat yang dit

merupakan syarat mutlak yang persifat limitatif. Hal ini dipertegas dengan

rumusan pasal 1255 KUHPerdata:
melakukan sesuatu yang tidak mungkin

bertujuan tidak : :
perikatan yang digantungkan padanya, tidak

berdaya.
gkin saja suaty hal yang menurut keadaan saat ini tidak dapat

Ini berarti mun

dilakukan, dalam wakis Y2r5 tidak lam dape!
uan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya adalah
pulan, yang seb¢!
ikian setelah keberangkatan

pulan) maka pergi ke bulan bukan menjadi hal yang

dilaksanakan dengan baik, oleh

karena kemaj
m hal tersebut dilakukan adalah hal

Neil Amstrong (orang

______—_,,,///rS sjuan denge” mara ieseob:flsmpemberi hibah, di waktu
'8 yipah adalal m;“:‘;afﬁengan ot ga:f;yi':"mkn i (Pasa ek UHPerdat). benda
hidupnya, dengan Cu™e” ang MeEne kum Perdata, hal. 326 '
guna kepcrluaﬂ s penerlma h'i:;iaoh %itab Undang-Unda”g Hu rdata, na .

5 subekti, Tiirosud"”

£




bagian dari kesepakaan para pihak dalam sebuah

Selanjutnya sebagai

maka pasal 1257 KUHPerdata menyatakan bahwa:

arus terpenuhi sccarg yang mungkin dikehendaki dan

h kedua belah pihak.2
aksud bahwa semua syarat yang ditetapkan dalam

dalam suatu perikatan bersyarat harus dilaksanakan

perikatan,

Semua syarat h
dimaksudkan ole
Pasal tersebut berm

perjanjian para pihak
semata-mata menurut kehendak para pihak yang membuat perjanjian tersebut.
Jadi dalam hal ini perlu diperhatikan maksud dan tujuan dari dibuatnya

n tersebut oleh para pihak.
pihak tidak hanya
ada terjadi atau tidaknya suatu peristiwa yang

perjanjia

Adakalanya paré

menggantungkan pemenuhan atau

pembatalan suaty perikatan P
akan tetapi jug? pada
g telah ditetap

terjadi tidaknya suatu peristiwa tersebut

telah ditetapkan,
jangka waktu yan

21
kan.” Pasa UHPerda
pada suatu 1 1258 KUHPerdata

menyatakan bahwa:
. 1 atan tergantung pada syarat bahwa suatu peristiwa akan
(1).111(;l j}lgﬁampe'sd ua“ ru waktu tertentu, M syarat tersebut dianggap tidak
ada, pabila Wkt torscbut telsh fampan AT tidak terjadinya peristiwa
tersebut. . aka syarat tersebut setiap waktu da
. . tentukan, m 4 p pat
f23;eﬂcauh\;’a§ta‘; ts‘y aratdlltll dianggaP tidak ada sebelum ada kepastian bahwa
erpenuhl, . 3
peristiwa it t akan terjod
(1259 KUHPerdata) dinyatakan bahwa:

al selanjutny?
arat bahwa suatu peristiwa

maka syarat tersebut telah
dak terjadinya peristiwa

Lalu pada pas
tung pada suatu

i an pt
(1)Jika suatt perika®l tergtu tidak akan terjadi,
i dal uatu waktt tertel u dengan ti
f;r::: ‘Thisapabila waktl rersebut lamPp?
n
itu. ¢ telah terpcmlhi’ jika sebelum w.akt.lf tersebut lampau,
(2)Begitt jugaa:t)f:;ab hwa peristiva tidak akan terjadi; tetapi jika tidak
telah ada keP !

-+ anPada Umumnya, hal. 115.




. Perikata

_ Perikatan yans pel
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suatu waktu, syarat itu tidak terpenuhi sebelum ada kepastian
stiwa tersebut tidak akan terjadi.

| 1258 &1259 KUHPerdata yaitu:*

ditetapkan
bahwa peri

Secara singkat, rumusan pasa
n yang pelaksanaannya digantungkan pada terjadinya suatu

peristiwa tertentu pada waktu tertentu, menjadi tidak ada, jika setelah

waktu yang telah ditentukan peristiwa yang disyaratkan belum

lewatnya
perikatan untuk melakukan perbaikan jalan oleh

juga terjadi. Misalnya
erintahan Kabupaten Banyumas dan kontraktor jalan pada akhir tahun

1. Ahmad Yani,
0 keadaan jalan sudah banyak berlubang

pem
2010 sepanjang J

pada akhir tahun 201
akai jalan raya. Jika ternyata

Kecamatan Purwokerto Utara, dengan

syarat jika
keadaan jalan di wi
dan menggangu pem jalan di wilayah

Kecamatan Purwokerto Utara masih layak untuk berlalu

J1. Ahmad Yani,

lintas maka perikatan itu dianggap tidak ada.
aksanaannya digantungkan pada terjadinya suatu

{anpa pembatasan jangka waktu terjadinya peristiwa

peristiwa tertentu

tersebut, maka perjanj!

ebelum terdapat kepast™! °

an akan tetap merupakan perikatan bersyarat selama

ahwa peristiwa yang disyaratkan tidak akan

terjadi. e . .
pada tidak terjadinya suatu peristiwa
an lewatnya jangka waktu tersebut

eskipun jangka waktu

fertentu, MAKA deng
tidak terjadi, atau m

dipastikan bahwa peristiwa tersebut

pada Waktu

dan peristiva yang disy ard
un telﬂ-h dapat

belum dilampaub

tertentu

2 pid. hal. 16117
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tidak mungkin akan terjadi dalam waktu yang ditetapkan, maka
syarat

yang ditentukan telah terpenuhi.

4. Perjanjian yang digantungkan pada tidak terjadinya suatu peristiwa, tan

pembatasan jangka waktu tertentu, maka sebelum adanya kepastian bahvl:
peristiwa yang disyaratkan tidak mungkin akan terjadi, maka syarat yang
amanya belum dianggap terpenuhi. Ini berarti selama belum

ada kepastian bahwa peristiwa yang disyaratkan tidak mungkin akan

ditentukan sel

terjadi, syarat tersebut senantiasa terbuka untuk dipenuhi setiap saat

Pasal 1260 menerangkan bahwa:

Syarat dianggap telah terpenuhi, jika si berutang yang terikat
menghalang-halangl terpenuhinya syarat itu. olehnya telah
ah melakukan usaha untuk menghalang:halang;

Ini berarti apabila debitur tel

terpenuhinya syarat dalam sebuah pert
langsung syarat tersebut dianggap telah terpenuhi.

Di dalam perikatal persyarat, meskipun keberadaan perikatan atau

g belum terjadi tetapi

ada suatl peristiwa yan

iban digantungkaﬂ p
eksistensi atau keberadaan dari perjanjian

kewaji
{ kemudian hari,

mungkin terjadi d
cersebut sudah ada sejak peljanjian dilahirkan. Pasal 1261 KUHPerdata
menyatakan bahwa:
) Apabila syars telah terpenuhi, maka syarat itu berlaku surut hingga
saat lahimny2 peﬂl‘a
ningga | sebelum terpenuhinya syarat, maka hak-
&)l;’llil;i si berp edahgkepada ghli waris-ahli warisnya.> hak
Undang Hukum Perdata, hal. 328.




47

Ketentuan ini agak berbeda dari perikatan dengan ketetapan waktu. Jika

debitur dilarang untuk menghalangi terjadinya peristiwa yang disyaratkan
dalam perjanjian, maka kreditur oleh ketentuan pasal 1262 KUHPerdata

diberikan hak:
terpenuhinya syarat, melakukan segala usaha

Si berpiutang dapat, sebelum
gan sampai haknya hilang.*

yang perlu untuk menjaga jan

C. Syarat Tangguh dan Syarat Batal

1. Perikatan dengan Syarat Tangguh

11263 KUHPerdata merumuskan:

1)Suatu perikatan dengan suati §yarat tangguq adalah suatu perikatan
g'azig berg?airtlung pada suatu peristiwad yang masih akan datang dan yang
terjadi, atau yans bergantung pada suatu hal yang

masih belum tentd : .
adi tetapi tidak diketahui oleh kedua belah pihak.
sudah terjadi tetap! ri tidak dapat dilaksanakan sebelum

2)Dalam hal yang pertama pe
:)c)ristiwa telah terzi?di; dalam hal yang kedua pe
hari ia dilahirkan-
| ini hanyd merupakan pencgasan kembali dari

beberapa umnya. Namun demi
e v
i idak dapat dilaksanakan sebelum peristiwa

Pasa

rikatan mulai berlaku sejak

pada dasarnyd pasa
kian pada ayat (2)

menyatakan bahwa perikat® tidak
ketentuan pasal 1261 KUHPerdata juga
terjadi, namur
yang dlsyaraﬂ(ﬂ“
tetap berlaku dalam bal i
atur mengenai perikatan bersyarat

24 1pid., hal- 327.
25 pid., 328-




2. Peri

tung pada suatu syarat tangguh, maka barang yang
tan tetap menja}dn tanggungannya si berutang, yang
rahkan barang itu apabila syarat terpenuhi. ’

sama sekali musnah di luar kesalahan si berutang
ada pihak yang lainnya tiada lag;

(l)Ji.ka perikatan bergan

hanya berwajib menye
(2)Jika barang tersebut
maka pada pihak yang satu maupun p.
suatu perikatan.
(3)Jika barangnya merosot harganya di luar kesalahan si berutang, maka si
berpiutang dapat memilih apakah ia akan memutuskan perikatan ataukah
menuntut penyerahan barangnya di dalam keadaan dimana barang itu
berada, dengan tiada pengurangan harga yang telah dijanjikan.
(4)Jika barangnya merosot harganya karena kesalahan si berutang, maka si
berpiutang berhak memutuskan perikatan atau menuntuk penyerahan
dimana barang itu berada dengan

barangnya di
penggantian kerugian-
guhnya hanya menegaskan kembali

1)) ayat tersebut sesung

Pada ayat
untuk menyerahkan kebendaan yang dijanjikan

bahwa kewajiban
itur. Ketentuan ayat (2) merupakan refleksi

belumah ada pada pihek 40
| 1444 KUHPerd
g dianggap hapus manaka
penyerahan dilakukan. Hapusnya

dari rumusan P asa ata. Dalam pasal tersebut perikatan
untuk menyerahkan baran
musnah sebelum
perdasarkan sifat perjanji
cedua belah pihak ke dalam keadaan

la kebendaan yang

harus diserahkan

ok diten | an namun secara umun

palikan keadaa®
pﬁrlkatan terjadi.

i yang termasuk dalam

perikatan

berarti mengem
rti sebelum
anjian jual be
cara tangguh yaity pasal 1463 KUHPerdata
rcobaan, atau mengenai barang-barang

u dianggap telah dibuat suatu

ngan pe
n de %l P selal

li yang dilakuk
i'g?llgbsi;s);nya dicoba terleb!
syarat tanggt

Batal

katan denga" syarat

semula sepe
perikatan dengan

Contoh perj
yang perbunyi:”’

hal. 123.

nPada Umumnyd,

2 ppid., hal- 328
27 K artini Muljad! &




Pasal 1265 KUHPerdata menyatakan bahwa:

yang apabila dipenuhi, menghentikan

(1)Suatu syarat batal adalah syarat
pada keadaan semula,

perikatan dan membawa segala sesuatu kembali,

seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.
(2)Syarat ini tidak menangguhkan pemenuhan perikatan; hanyalah ia
mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya,

apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.”®

Rumusan tersebut menunjukan bahwa setiap perikatan yang sudah
dilaksanakan dan dipenuhi sesungguhnya masih dapat dikembalikan pada

jika hal tersebut memang
ncantuman syarat batal dalam suatu perjanjian

keadaan semula, dikehendaki oleh para pihak.

n demikian melalui pe
mengembalikan apa

aannya semula seolah-olah perikatan tidak pernah

Denga:
para pihak dapat

yang telah diserahkan, atau

dilakukan kepada kead

ada.

Selanjutny? pasal 1266 KUHPerdata menerangkan bahwa:
selalu dicantumkan dalam persetujuan-
mana kala salah satu pihak tidak memenuhi

dianggaP

(1)Syarat batal .
persetujuan yang timbal baliks .
Lorgt g nin Fos ™
pembatalaﬂ hart ij;lga arus dilakukan, mesll(ipun Sy:nl‘at batal mengenai

i : i an.
e, Ly e i
tidak dipe patal tidak dinyatak®n i tergugat memberikan
(4)Jika syarat ba® "o o daan, gtas permintaan 5 gug .
Jeluasa untuk, menurt masih jug memenuhi ke“;gjlbannya, jangka

aktu U 1 boleh lebi dari satu bulan.

suatu jangka Wer L 4
waktu mana nam*” ! .
untuk melindun

Rumusaﬂ

gi kepentingan salah satu

tersebut dibuat
menentukan

timbal balik. Selanjutnya untuk

pihak dalam per catan masih dapat dipenuhi atau harus dibatalkan,

Undang Hukum Pperdata, hal. 328.

o
|
|
!
|
!




Rhai

menyerahkan semuanya kepada hakim pengadilan yang akan

KUHPerdata
Pembatalan ini harus dilakukan oleh hakim A ?

memutuskan perkara tersebut.

j
pengadilan berdasarkan suatu putusan yan

g akan berkekuatan hukum pasti, i

alasannya karena:
perikatan ini tidak

. pondaki oleh kedua belah pihak
a. Pembatalan dikehen P

dalam perikatan awal.

4 a0 seoala sesuatu yang telah
atalan perikatan akan mengembalikan 58 yang i

b. Pemb

: dera janji untuk memberikan penggantian | .

. dan bung®
e pasal 1267 KUHPerdata yang

;. dapat t memilih apakah ia,
pihak lain untuk

a? akan ;
dilakukan’ men““t“t pembatalan persetujuan,

o
©
-3

rtujuan ust .
Pasal tersebut bertw . onuhi keW
' i

ganti rugi.
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BAB IV
AP PERIKATAN BERSYARAT

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHAD
AL 1253-1267 KUHPerdata

PADA PAS

Syarat Dalam Sebuah Perikatan

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Dalam KUHPerdata telah dirumuskan bahwa suatu perikatan dikatakan
asih akan

digantungkan pad
ntu akan terjadi, baik secara menangguhkan

bersyarat manakala i3 a suatu peristiwad yang m

datang dan yang masih belum t©
itu, maupun secara

n hingga terjadin
terjadinya perikatan itu

perikata
n menurut terj
asal 1253 KUHPerdata
temukan dalam figh

membatalkan perika®

seperti yang dirumuskan dalam P
Setidakny?2 ada
Istilah

Muamalah yang ber rkaitan dengal
akad M allag,

pertama yaitu
pembayaran.2

terdapat syarat-syarat yan
diakadkan

penyerahan baraﬂg-baraﬂg ¥
. alam fial ™

ilihat dalam

jual beli salan yaitt
cara menyerahkan

al beli dengan

yang dlb
antar pelakangan-

dengan harga
4 Menurut

diartikan sebagd! jua
idak tunai, salam

1 t
n jual beli yang
m merup

Hukurm Pperdatd cet. 33 (Jakarta:

ndarg
rsada, 2 2002), hal. 51.
. ﬁ?do Pe] (Jakarta Tkiar Mandifi

hal. 101

1 osl.l.djbl ?

Pradnya Parami2, ) hal- 327 ymal®” ,(jJ.aMuja
2 Hendi S il
3 Sayyld Sab

Abadi, 2008), de4 pal 6% . 4 Y e
4 Rac y f ’l, qu
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pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuafi yang seimbang

ntu, maksudnyd jalah
masa tertenti, sebagai jmbalan harga yang
-Bagarah:

den an o .o
g harga terte perjanjian yang penyerahan

barangnya ditangguhkan hingga

akad.’ Allah gWT. Berfirman dalam Q.S. Al

telah ditetapkan ketika
5156 1) ARG Lés :

apisml § it 7 WES p
ertnuamalah gtdak secara

eriman, P pabila kam
hendakla ah kamy menulisnya’”

282:

“Wahai orang-arang y"e b
ktu yang dite
yaitu akad yang di dalam

tunai untuk wa
Istilah kedud yaitu akad muddf
arat mengenai penangguhan pelaksanaan

pelaksanaannya terdapat syarat-syar
) Perkataa" ini sah dilakukan pada waktu
ibanya waktu yang

akad hingga waktu yano
yiatu akad yang

akad 80 munjizs

suatl, Y’ akm apabila syarat atau

diucapkan
kaitan itu tidak ada, akad P L
lak%lﬂ '
ditan gguh"”” , b

tersebut atau
an kOﬂSep

menurut penulls se
) my
.njudl mot® )
o) :ma kuliah di

yaitu pak Agus




pun tidak terlaksana, dan begitu

kuli :
uliahnya di UNY maka jual peli motor itu

juga sebaliknya.
pada bab III telah diuraikan bahwa syarat dalam suati perikatan
mempunyai batasan yans persifat fimitatif (Pasal 1254 & 1256 KUHPerdata),

ara singkat yaitu?
in terlaksand tid

arat. Yang

batasan tersebut se¢
ak boleh dijadikan Sy

1. Sesuatu yang taK mungk

secara
:./’ s 2 :/ ,
Ry a5l

angan untuk

dapat disandarkan

»Tradisi/adat kebilasad” aps,
menetapkan kebijakar ulu -
irnaksud di sini tentunya yang tidak

Tradisi atau adat Kebiasad™ y
[slam- Adat kcbiasaan su

bertentangan denga? h
. vang Jiangg?P Y

dibangun ataS
. ¢ghui dipaham

,”,/ ':o.lo‘ l/’
g 'WUM‘J)U

Nabi Muhamm® sAY .
s 5 A Sl g
menurut Allah pun

. Kenca®
dkk, (Jakarta:

i“Staka Firdaus,
embinaan Hukv™ Islams &
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Sehingga dalam hal ini adat 22 cebiasaan masyarakat dapat dijadikan

tolak ukur dalam menentukan sesuatu.

g sesuatu yang
g oleh undan

gantungkan padanya
man pasal 1320 KUHPerdata yang

. Syarat yang mengandun

atau sesuatu Yyang dilaran

mengakibatkan persetujuan Yané di

dari ketentuan

arat objektifs yaitu adany? suatu pokok

ini adalah konsekuensn

mensyaratkan dipenuhiny? s

rtentu dan s€

pab yans idak dilarang:
sesuatu yang diakadkan

tur bahwa segald
nya oleh syara ara’. Mak5ud diterima

persoalan te
(objek

Islam tentuny2 mengaturl
um
akad) haruslah dapat d huk |
. halal; tidak mengandung riba; garar,

. Hal tersebut

dalam hal ini adalah di
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2 B o % g ,,.a; Ry . S £

O‘fuu?')
/o’,

"Hai orang-orang yang beriman, Sesunggu hnya (memmum) khamar,
berjudi, (berkorban untuk perhala, ™€ mengundi nasib dengan
adalah termasuk per an .syaltan. aklti auhllah perbuatan-perbua;an
itu agar kamu mendapat keberuntunga®
rgantung pada kemauan orang

3. Syarat yang
yang terikat adalah batal. Ketentuan ini permaksud untuk menegaskan

ma”
“Hai orang-ora"g yans b;;g
sesamanttt ngﬂ n jo a;tj””a suka d’ an ara adalah M

berlaku der
membunt
15
di antard kam

padamu .
ka
kedua

» secara tidak langsung

Kalimat «denga”
gerpret?®
in et cedu® pelah P
a sul(B be
jbuat- i

perikatan Y378 tetab & ,
ridak mungki?

55 K
pasal 12 Suaw ¥

bertuj

merupakan !

dengan suka

4 rpid., hal. 9
15 1pid., hal- 65
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gkan padany®, tidak berdaya.'® Hal tersebut

ogika pada saat itu tidak dapat
at dilakukan pada waktu
bersifat fleksibel,

membuat perikatan yang digantun
sesuatu yang secard i
P kemungkinan dap
ukum Islam yang
gan jaman, sesuai dengan

mengikuti perkembangan manusia dan perkemban
«Tidak dapat dipungkiri kemungkinan

yi bahwa:
P 2217
karena perubahanjama“°

’0/_ 0‘9: “ o”‘{g}/‘f}"
ol Y o f\;.’-g‘jgﬂ Jg-:’.y
jahatan pada

menunjukan bahwa

dilakukan, namun tidak menutu

yang berbeda. Hal ini sejalan dengan h

kaidah yang berbun

berubahnya hukum disebabkan

4

jidasarkan pada kemas

{ harus perubah. Demikian pula

masa itu, nam
aka berubah pula hukum

hukumnyapun harus m
jika kemastafia™”

untuk masa mendatang

18
yang didasarkan kepadany?:

rang bisa terbang

- aman dahulu ©

belajar dan menuntut 1

L . gebagdl
menjadi mungkif- Se
1
mus(ahil, n un de ga“
£ u ke tempa‘y

adalah hal yan
yang 52

tempat

dapat terbang dari
ang:
at 17 lah ditct3P

alat disebut pesaW
yeng St akads syardt yang




an-Nisa:

KUHPerdata). Prinsip ini sejalan dengan apa yang 1erie® pada Q5.
gan jalan yang batil,

29 bahwa Islam melarang memaker harta sesama den

kecuali dengan }

berdasarkan kehendak pard p

dimaksud di sini adalah orang yang m
dan pembeli, jika sudah terjadi
pembeli

menyerahkan uang-
Pada rumusan

bahwa:
8 KUHPerdatai

(1)Jika suatu perikata? torga"
terjadi di dalam aks;:at‘:rs“’
ada, apabila W

tersebl:lt, ] .. .ntukalh maka Syaratset::eum ada
(2)Jika waktu tid2K dite?
terpenuhi, dan syarat 1V
peristiwa it

Pasal 125

u tidak
4 tu peristiwa

(1)Jika suatu
di dalam SU™.
terpenuhi apabil

itu.

(2)Begitu ju8? sy wa P

telah ada kePasm"n balt sy i ﬂtel:iadi' .

ditetapkan 1P 1T waktu dalam perikatan
rist! . an

bahwa p¢ ¢ den® erkaitan jengan masa
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khiyir. Seperti dikatakan di 2wl pahwa khivir dapat diartkan scbagai
untuk meneruskana umembatalkan jual beli.

pilihan, maksudnya memilih
ngan alasan demi

bolehkan khiya de
83anbahWa

an besar ulamd mem
g melarang dengan 8l

. ian ada juga Y&

Sebagi

sebagai berikut:

| Syafi'i dan Abd Hamf"
Imam Abii Harifah 92" Syafi' .
pahwa masad hiya iV tiga b

an. Mereka menga

dibolehk
boleh lebih dari it N
o J :/o s © . /'- o
i sz : My‘f @fLJ\ Ja
2':_‘,“; w J:ﬁ 3};‘; \tﬁ “’5\‘ 2 ‘-/ s
2. Imam Malik i utlak dibolefika™ Pada
a
imam MaL berpe” i i ditentukan berdasarkan
rerten melalnkaﬂ
ya tidak » andang kepadd macam-macam
besar kecilny? keper**" e f"c“’kh Fnya sat pari, jika pakaian
| beli b _puahd® make K1Y " o " i
ika jud i
barang: 112 iy —nyd tigd hatb jikaJ
dan binatang ™
un_amnan jilid i (Semarang: CV. Asy-
/ M ujfﬂhid’ tefj- Abd 4ibo Ahmad ibn Rusdy ﬁuﬂum
daya e 7 M”‘%‘T: s bab Kirabul Bo
A par K

Syif: 20 1bnu Ruszd, B o

ifa’, 1990), hal: 17 g ibn Mo
2 lzbu walid Muhaﬂ“" g &

Alandalusi, Bid2

alKhiy, hal. 158




an. Dengan demikian

maka khiyanya satu bul

hari, jika jual beli rumah
perbedaan barang yang dijual.”

t berbeda-beda menurut
ammad Ibn Al-Hasan

masa tersebu
dan Dawud

3
. Ahmad, Abu yusuf, Muh
hkan hingga masa Yang

Mereka berpendapat bahwa khiva dibole

disyaratkan.

orang yang berakad, baik sebentar maupun lamé-

pendapat yang agaknya
. Lamanya waktu di
idak dapat

Menurut penulis,

pequal-behk Karena kita t

yyar dalam jual beli

dalam khiyar tergantufl

jya dalam ju
yang begitu

menyamakan k#
| beli makanan
) mcncruska" jllal beli
lama untuk menetuka? apakalt kita 3K3
Kanny3- Lain halny2 denga®

rumah. Di dalam ju2

tersebut atau membatal
membutuhkan W
tersebut akan diteruska? ata

K emudia Pas?! 1260 —
i "kﬁs‘be;ruzs

Syarat diangg? te"‘h

menghalan -ha ]angi -
ghalans k pef““"“"gan °
a. Sepem dJikatakan

Pasal tersebut
lai tidak

seandainya pihak yan

oleh ‘Izzuddin 07 ‘

22 | ipat di dala™ Ki
bn

23 ‘Abdul Wahd MUhamm . 158. d

al Andalusi, Btdﬂyatﬂl oy ”lah(B Undo"
2% Rachmat SY21°% Fiah " gigab O

TjitroS “d'

173,




60

meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadaﬁan.” Allah SWT berfirman

dalam Q.S. Al-Qasas: 77
= /»g

"...Sesungguhnya Allah  tidak menyukai
kerl‘sakan”

K UHPerdata menyatakan bahwa:
perlaku surut hingga

syarat itu
nuhiny S yarat, maka hak-

Pasal 1261

(1)Apabila syarat elah terpenufti 1

saat lahirnya perlkatan pelum terPen
(2)Jika si berpiutan emngg pada ahli waris-ahli warisnya-”
hakn itu be

ya karena 1 rpindah - perkaitan dengan harta

Islam telah men

benda atau hutang piutang 2

warisnya. Hal ini sesuai dengan
dalam Q.S. An-Nisé:7 /
/ ‘/’T 5}) Lg./‘ -

ANY al.\’
- /-‘“/ }9) ~ . L ” .
> gmfyy.}‘*ﬂ:‘ o4

Cs 2 a
a & /{
wj}j} a} ibu bapak dlm
; penins® alan
hak pagio” daf Ianpe@ula) dar’ P e gg‘an yang telah
waﬂlm ade b‘;g,:,u paryok ™
odi kit

-

B S

"Bagi laki-laki 4%

kerabatnya, dan bagt 5
bapak dan kerab® iy 2%
dltetapkan » 29 1

o« e . 2 s
l PPRNRY Ea s

A n—N jsa:
K . ,S‘ /" ”
emudian dalam Q . ; / ,

) o4
l’/"' y‘
¢ ,.-"v

J/,J"M




61

ajélgz mensyari‘atkan bagim
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DEPARTEMEN
. AGAMA
KOLAH TINGGI AGAMA [SLAM NEGERI PURWOKERTO

JURUSAN SYARI’AH
i No. 40A 53126
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A perubahan proposal/hasil semi
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5. Penerap
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Sekretaris Sidang,
Ketua Sidang
raji MLAZ
9720402 1

Su
NIP.1

99803 1 002




m< N.cuoMpyy

- .ﬂ(l\/’

. aeSuiquug (eSS drndg ST x»
‘ONIGINISINE D . ueSmquag Hoxod-yoNod SHd -
ooooooooooooooooooooooooooo on»%@o“o‘@ox:.ﬂo—ooanvtﬂxcgh’m )
. ) - . " : 31’.6 /\é . d
oSyl Woaldio) —— fgeg - 1 gy - | T8t xom)
Y| e s
~ - ! . WM NA9RY .
o b ) 9, - NI T MY | er S fawa| ey

k) Lucsx\sewf@ ~ - mua.ox
c DYy
2 999
M g Gs\mQ GA

/- | -
VN muz rwc..j.._w:ssK‘ : %, J
/
/

,V G aes ﬁiﬁ Smoﬁu
.\\; 3 .\__ 997

d»jes\ wr.v .Jasén// dvjs\éu.,m_e,
> J.Wﬂw.w/c)wﬂu ﬁJGJ $mkl.\”® - / ,...J 2D b&v@/& ~ mh.hvd w\ Jm«o./vf , z
o Moyl 2ntbbwan - / gdw,/asﬁy xmrw - - V.. /
w . V\ E.J o fp |1 T N S2qidey Co
y _m_,.V d_ 95| vy 609g woquuYp . / V
e / 33 / aeng "ON
| akn.mn.“%%«w:.w 1 acnu 1 / Luedmquug uaeN eS8 ue § ey S S
) (20RRIN0Y L92)-¢5u1 050y dopowsd)  sisouy )
YOYHYA)L WS T NV EWLY, - wsdunig [rpag
LWIVESEY  Nwvavwd  avg AN Aty : s ment,
YOW / ¥ 1PO1J/UBSTIT
¥\0TTITA0 * Xupey ‘oN
VARVNNS ¢ BUIEBN

pzi£s ouayommyg £669€9°Xe4 pZ9SE9-1820°dI9L VOb "ON IUB X "V "PU3[ 'I[ * 1euueyy
OLATDIOM AN (NIVLS)
TIFroF=d>opgar

P Al e o274 l\\§° NV\\\V A DA T T B Y




l)EPARTEMEN AGAMA
SEKOLAHTI NGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
ani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Alamat: JI. Jend. A Y

SURAT KETERANGAN
2/PP.00.9/ 009 /2010

No.: Sti. 23/1.5y
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Nama . Sunartl
NIM 052622014
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:
Nama : Sunarti

Tempat/Tanggal Lahir: Banyumas, 25 November 1987

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat -Ds. Gumelar Kidul RT 09/01 Kec. Tambak, Kab.
Banyumas 53196

Nama Ayah : Sarijo

Nama Ibu : Pasinah

Riwayat Pendidikan

1. MI Nurul Iman Gandeng, Lulus tahun 1999
2. SLTPN 1 Sumpiuh, Lulus tahun 2002

3. SMA N Sumpiuh, Lulus tahun 2005

4. STAIN Purwokerto,Lulus tahun 2010

Demikian dafar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya.

Purwokerto, 5 April 2010

Yang menyatakan

M

Sunarti

NIM. 052622014




